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Abstrak — The Rohingya ethnic group is one of the minority ethnic groups living in Myanmar. This ethnic 

group is suspected of receiving less attention from the state and is even being marginalized. Discrimination 

against the Rohingya ethnic group is due to the weak role of the state in providing protection. This 

discrimination is also accompanied by open violence, supported by the majority of the fanatic masses of the 

military junta government. The Rohingya ethnic group has become the "stateless" community with the highest 

number in the world. This stateless status is an automatic absence of legal guarantees and the non-fulfilment of 

their fundamental rights. The Rohingya population has lost access to health, the employment sector, and access 

to formal education. In addition, the right to worship for the Rohingya ethnic group is also limited. Because of 

their religious and ethnic identity, the state limits their rights to marry and move freely. It doesn't stop there; the 

government also limits them regarding land and property ownership status. Social sanctions, such as limiting 

the number of children, are also aimed at the Rohingya population, and those who violate them will be subject 

to prison sentences. This regulation has reduced the Rohingya ethnic group population significantly. 
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I. PENDAHULUAN  

Myanmar sebagai salah satu negara republik yang beribukota Yangon, dulunya dikenal dengan sebutan 

Burma. Pada 18 Juni 1989, pemerintah Junta Militer mengubah sebutan terhadap negara yang dihuni 135 etnis 

ini menjadi Myanmar. Heterogennya etnis Myanmar kemudian terbelah menjadi penduduk mayoritas dan 

minoritas. Salah satu etnis minoritas yang tinggal di Myanmar adalah etnis Rohingya. Etnis muslim ini 

disinyalir kurang mendapat perhatian negara, bahkan tersisihkan. Diskriminasi etnis Rohingya disebabkan 

lemahnya peran negara memberikan perlindungan. Diskriminasi ini kemudian diiringi tindak kekerasan secara 

terbuka. Dukungan kekerasan datang dari sebagian besar massa fanatik pemerintah junta militer (Keling, et al., 

2010). 

Muslim Rohingya meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke negara lain untuk menghindari tindak 

kekerasan. Hingga Oktober 2018, sebagaimana dilansir laman berita BBC korban jiwa yang terbunuh karena 

kekerasan Myanmar mencapai jumlah ribuan. Pengungsi yang keluar dari Myanmar bertambah, nyaris 1 juta 

orang memilih pergi dari Myanmar sebelum menjadi target kekerasan (BBC, 2019). Hal ini bukanlah hal baru, 

sebab penganiayaan ini terlah terjadi sejak 1948 di mana pada saat itu Myanmar merdeka dari kekuasaan Inggris 

(Hossain, 2017). 

Secara historis keberagaman etnis di Myanmar tidak dapat dilepaskan dari pendudukan Inggris pada 

1824. Lebih satu abad Inggris menjadikan Myanmar sebagai daerah jajahan dengan menyerap hasil pertanian 

beras. Pemerintahan Inggris merekrut tenaga kerja migran untuk menghasilkan laba yang tinggi dari tanah 

kekuasaannya. Pada abad ke-17 kebijakan ini berimbas pada banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke 

Myanmar dan menurut data sensus, kisaran tahun 1871 dan 1911, populasi penduduk Muslim di Myanmar 

dengan pesat mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat (Hossain, 2017). 

Inggris juga berjanji untuk menyebut tanah yang dipisahkan oleh Rohingya sebagai "Wilayah Negara 

Muslim" sebagai imbalan atas jasa mereka mendukung Inggris. Loyalitas muslim Rohingya terhadap Inggris 

terbukti pada pecahnya Perang Dunia II. Dukungan ini berseberangan dengan kubu nasionalis Myanmar yang 

berpihak pada Jepang. Usai Perang Dunia II, Inggris kemudian memberi Rohingya posisi strategis dalam 

struktur pemerintahan. Pemerintah Inggris berjanji akan memberi daerah otonom bagi Rohingya, tapi tidak 

direalisasikan secara langsung. 
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 Setelah kemerdekaan Myanmar, Rohingya menagih janji pembentukan daerah otonom, tetapi 

pemerintah menolak pengajuan tersebut. Bagaimanapun, bentuk dukungan Rohingya terhadap Inggris menjadi 

catatan buruk dalam perjuangan kemerdekaan, sehingga pemerintah Myanmar dan kubu nasionalis melabeli 

etnis Rohingya sebagai orang asing. Pemerintah juga bersikeras menolak memberikan kewarganegaraan kepada 

Rohingya. Di Myanmar, banyak orang percaya bahwa Rohingya mendapat banyak keuntungan dari 

pemerintahan Inggris. Anggapan ini kemudian memicu bersatunya gerakan nasionalis dengan kaum Budhisme, 

membentuk kekuatan yang sekaligus membuat kebencian terhadap Rohingya semakin meruncing. Paldal talhun 

1950, beberalpal oralng mengaljukaln tuntutaln terkalit pengalkualn Rohingyal sebalgali balgialn dalri Myalnmalr. Sela lin 

kewalrgalnegalralaln, merekal menuntut daleralh yalng dijalnjikaln. Nalmun, geralkaln beberalpal oralng ini tida lk 

membalwal halsil yalng sesuali halralpaln, Militer Myalnmalr segeral menekaln geralkaln tersebut (Hossalin, 2017). 

Salalt ini, Rohingyal telalh menjaldi komunitals "talnpal kewalrgalnegalralaln" dengaln jumlalh tertinggi di dunial. 

Staltus talnpal kewalrgalnegalralaln ini merupalkaln otomaltisalsi ketialdalaln jalminaln hukum da ln tidalk terpenuhinyal halk 

dalsalr. Staltus yalng tidalk dialkui sebalgali walrgal negalral Myalnmalr menjaldi titik ballik balgi Rohingyal sehingga l 

kehilalnga ln alkses dallalm bidalng kesehaltaln, sektor ketenalgalkerjalaln, daln alkses ke pendidikaln formall. Sehingga l 

menjaldi hall ya lng waljalr alpalbilal persentalse butal huruf etnis Rohingyal mencalpa li 80% (Hossalin, 2017). 

Selalin itu, halk beribaldalh merekal telalh dilalnggalr. Kalrenal identitals algalmal daln etnis merekal, negalra l 

membaltalsi halk merekal untuk menikalh daln bergeralk bebals. Tidalk berhenti salmpali disalnal, pemerinta lh 

membaltalsi merekal dallalm staltus kepemilikaln talna lh malupun properti. Sementalral hegemoni jugal melekalt dalla lm 

memori malsyalralkalt Myalnmalr yalng khalwaltir terhaldalp etnis Rohingyal. Salnksi sosiall seperti pembaltalsaln jumla lh 

alna lk ditujukaln kepaldal Rohingyal. Seballiknyal, merekal yalng mela lnggalr alturaln ini lalyalk dipenja lral. Sehingga l 

alturaln ini secalral dralstis menguralngi populalsi etnis Rohingyal. 

 

Untuk mendukung pembalhalsaln dallalm penelitialn ini sehinggal dalpalt mewujudkaln konsep halsil penelitialn 

yalng komprehensif, malkal peneliti menggunalkaln lalndalsaln pemikiraln sebalgali berikut: 

a. Teori Hukum Huma lniter Internalsionall 

Hukum Humalniter Internalsionall (HHI) merupalkaln hukum khusus yalng berlalku paldal salalt aldalnya l 

konflik bersenjaltal daln bertujualn untuk mengaltur malsallalh-malsallalh kemalnusialaln yalng lalhir dalri konflik 

bersenja ltal sertal membaltalsi ha lk-halk palral pihalk yalng berperalng dengaln memperhaltikaln allalsa ln 

kemalnusialaln (Galsser, 1994). Paldal intinyal, HHI berisikaln seperalngkalt pengalturaln ya lng bermalksud untuk 

meminimallisir sebalnyalk mungkin korbaln-korbaln alkibalt konflik bersenjaltal. Balhkaln HHI mengaltur 

balhwal palral kombaltaln dallalm konflik bersenjaltal jugal bisal mendalpaltkaln perlindungaln, alpallalgi bilal merekal 

termalsuk hors de combalt. Esensi da lri HHI aldallalh untuk melindungi penduduk sipil daln hors de combalt, 

sertal untuk menguralngi alkibalt-alkibalt yalng tidalk perlu dalri sualtu konflik bersenjaltal.  

Pengalturaln mengenali penduduk sipil dalpalt dilihalt khususnyal paldal Geneva l Convention IV sertal 

hukum daln kebia lsala ln peralng (lalws alnd customs of walr). 

b. Teori Halk ALsalsi Malnusial 

Pengalturaln Halk ALsalsi Malnusial (HALM) tersebalr dallalm ba lnyalk dokumen hukum interna lsionall, 

seperti Internaltionall Convena lnts on Economic, Sociall alnd Culturall Rights (ICESCR), 1948 Conventions 

on Genocide, Convention on the Eliminaltion of alll Forms of Ralciall Discriminaltion (CERD), Convention 

on the Eliminaltion of alll Forms of Discriminaltion ALgalints Women (CEDALW), United Naltions 

Convention A Lgalints Torture (CALT), Conventions on the Rights of the Child (CRC), Europealn 

Convention on Humaln Rights, ALfricaln Chalrter on Humaln alnd Peoples’ Right, daln lalin-lalin. 

Hukum HALM berlalku dallalm kealdalaln alpalpun, nalmun hukum ini memperbolehkaln negalral untuk 

menalngguhkaln keberlalkua ln hukum tersebut dallalm ha ll aldalnya l kealdalaln dalruralt yalng mengalncalm balngsa l 

(ICCPR, 1996).  Penalngguhaln dalri HALM tersebut tentu halrus dila lkukaln secalral proporsionall, tida lk 

diskriminaltif daln tidalk mela lnggalr hukum internalsionall lalinnya l (ICRC, 2008).  Sela lin itu, secalral umum, 

tetalp aldal halk-halk yalng tidalk bisal ditalngguhkaln pelalksalnalalnnya l, seperti halk untuk hidup, halk untuk tidalk 

disiksal, halk altals kesehaltaln daln hal kaltals balntualn kemalnusialaln. 

. 

II. METODE 

Metode penelitialn ya lng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh metode kuallitaltif. Metode kuallitaltif 

digunalkaln untuk merumuskaln gejallal-gejallal, informalsi-informa lsi daln keteralngaln-keteralngaln terkalit konflik etnis 

Rohingya l di Mya lnmalr ditinjalu dalri Hukum Humalniter daln Halk ALsalsi Malnusial. Penelitialn kuallitaltif dialrtikaln 

sebalgali proses penyelidikaln untuk memalhalmi malsallalh sosiall altalu malnusial, berdalsa lrkaln membalngun galmbalraln 

holistik kompleks, dibentuk dengaln kaltal-kaltal daln melalporkaln palndalngaln rinci dalri informaln. Malsallalh da lla lm 
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penelitialn kuallitaltif bersifalt sementalral, tentaltif daln alkaln berkembalng altalu bergalnti setelalh peneliti beraldal di 

lalpalngaln. Penelitialn kuallitaltif dimulali denga ln berpikir secalral induktif, menalngkalp berba lgali falktal altalu 

fenomenal mela llui pengalmaltaln, lallu mengalnallisal daln mela lkukaln teorisalsi berdalsalrkaln alpal yalng dialmalti. Proses 

induktif mengilustralsikaln usa lhal peneliti untuk mengolalh secalral berulalng-ulalng temal daln daltal balse penelitia ln 

hinggal dalpa lt membalngun tema l yalng utuh. Penelitialn kuallitaltif ini dilalkukaln untuk mendeskripsikaln tentalng 

konflik etnis Rohingyal di Myalnmalr ditinjalu dalri Hukum Humalniter daln Halk ALsalsi Malnusial. Pendekaltaln 

penelitialn ini menekalnkaln paldal pendekaltaln yalng holistik daln tidalk palrsiall, sehinggal diperoleh pemalhalmaln 

yalng utuh tentalng sualtu objek. 

 

III.  HALSIL DALN PEMBALHALSALN 

Kronologis kejaldialn konflik etnis Rohingyal di Myalnmalr dalpalt diuralika ln sebalgali berikut (DW, 2022): 

a. Pral Kejaldialn 

1) Talhun 1950, beberalpal oralng menga ljukaln tuntutaln terkalit pengalkualn Rohingya l sebalga li 

balgialn dalri Mya lnmalr. Selalin kewalrgalnegalralaln, merekal menuntut daleralh yalng dijalnjikaln. Nalmun, 

geralkaln beberalpal oralng ini tida lk membalwal halsil yalng sesua li halralpaln, Militer Myalnmalr segera l 

meneka ln geralkaln tersebut. 

2) Talhun 1962, palscal terjaldinyal kudetal militer, sistem pemerintalhaln Myalnmalr beruba lh 

menjaldi negalral yalng mengalnut demokralsi saltu palrtali Perubalha ln sistem pemerintalhaln ini semalkin 

memperburuk kondisi etnis Rohingnyal di Myalnmalr.  

3) Talhun 1977, ketika l tentalral meluncurkaln progralm pendalftalraln nalsionall, Rohingya l 

dialnggalp sebalgali walrgal ilega ll. 

 

b. Kejaldia ln. 

1) 2017 

a) 25 ALgustus, sekelompok militaln Rohingyal yalng disebut ALralkaln Rohingya l 

Sallvaltion ALrmy (ALRSAL) melalncalrkaln seralngaln terkoordinalsi terhaldalp puluhaln pos polisi 

di negalral balgialn Ralkhine di Kalwalsaln pesisir Myalnmalr. ALksi itu menewalska ln sedikitnya l 

belalsaln petugals. 

b) 5 September, lebih dalri 120.000 walrgal Rohingyal telalh melalrikaln diri ke 

Balnglaldesh, membalnjiri kalmp-kalmp pengungsi yalng dibualt sealdalnyal. Paldalha ll 

sebelumnyal sudalh aldal setidalknyal 200.000 walrgal Rohingya l di Balnglaldesh yalng la lri dalri 

gelombalng kekeralsaln di Mynmmalr. 

c) 19 September, pemimpin sipil Myalnmalr daln peralih Nobel Perdalmalialn, ALung Sa ln 

Suu Kyi, berjalnji untuk memintal pertalnggungja lwalbaln ''palral pelalnggalr halk alsalsi" tetalpi 

menolalk untuk menyalla lhkaln tentalral. 

d) 23 November, Balnglaldesh daln Myalnmalr mencalpali kesepalkaltaln untuk mula li 

memulalngkaln pengungsi.  Tetalpi Komisalris Tinggi PBB untuk Pengungsi mengaltalka ln 

tidalk aldal kondisi yalng memungkinkaln balgi walrgal Rohingyal untuk kemballi dengaln 

selalmalt. ALkhirnyal proses itu terhenti. 

e) 5 Desember, pejalbalt urusaln Halk ALsalsi PBB Zeid Ral'ald ALl Hussein 

memperingaltkaln kemungkinaln terjaldinyal "elemen-elemen genosidal" daln menyeruka ln 

penyelidikaln internalsionall. 

2) 2018 

a) 25 ALgustus 2018, puluhaln ribu pengungsi Rohingyal menggelalr unjuk ralsal untuk 

memperingalti saltu talhun eksodus merekal. Penyelidik PBB menyerukaln penuntutaln 

palnglimal militer Myalnmalr daln limal komalndaln militer lalinnyal altals tuduhaln genosida l, 

kejalhaltaln terhaldalp kemalnusialaln daln kejalhaltaln peralng. 

b) 3 September, dual jurnallis Reuters yalng dituduh melalngga lr undalng-undalng ralhalsia l 

negalral Mya lnmalr salalt melalporkaln pembalntalialn Rohingyal dijaltuhi hukumaln penjalral selalma l 

tujuh talhun. 

c) Bula ln November, upalyal untuk memulalngkaln 2.260 pengungsi Rohingya l galga ll 

kalrenal merekal menolalk untuk pergi talnpal jalminaln aldalnyal keselalmaltaln. 

3) 2019 

a) 16 Juli, pemerintalh ALmerikal Serikalt mengumumkaln salnksi terhaldalp palnglima l 

militer Mya lnmalr daln tigal perwiral tinggi lalinnyal. 
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b) 11 November, Galmbial menga ljukaln gugaltaln di Malhkalmalh Internalsiona ll ICJ yalng 

menuduh Myalnma lr melalkukaln genosidal altals walrgal Rohingyal. Tigal halri kemudia ln, 

Malhkalmalh Pidalbal Internalsionall ICC yalng berbalsis di Den Halalg memberikaln lalmpu hija lu 

untuk penyelidikaln penuh altals pengalnialyalaln terhaldalp Rohingyal. 

c) 11 Desember, Galmbia l memalpalrkaln kalsusnyal di ICJ dengaln menunjuk ALung Sa ln 

Suu Kyi secalral pribaldi ya lng bertalnggung jalwalb altals depalrtemen pertalhalnaln Myalnmalr. 

Nalmun Suu Kyi membalntalh tuduhaln genosidal, daln menyalngkall klalim "menyesaltkaln da ln 

tidalk lengkalp" sertal bersikerals balhwal Myalnmalr berurusaln dengaln "konflik bersenjalta l 

internall". Talpi dial mengalkui, tentalral mungkin telalh menggunalkaln kekualtaln secalra l 

berlebihaln. 

4) 2020 

- 23 Jalnua lri, ICJ memerintalhkaln Mya lnmalr untuk mengalmbil lalngka lh-lalngkalh 

mendesalk untuk mencegalh dugalaln genosidal daln melalporkaln kemballi dallalm walktu empalt 

bulaln. 

5) 2021 

- 1 Februalri, militer Myalnmalr merebut kekualsalaln dengaln menggulingka ln 

pemerintalhaln sipil daln kemudialn melalncalrkaln tindalkaln kerals daln berdalralh terhaldalp alksi-

alksi protes di negalral itu. ALung Saln Suu Kyi kemudialn ditempaltkaln di ba lwalh talhalna ln 

rumalh, daln kemudialn dijaltuhi hukumaln penjalral selalma l 17 talhun dallalm sidalng tertutup di 

pengaldila ln juntal militer. 

6) 2022 

a) 21 Malret, ALmerikal Serikalt secalral resmi menyaltalkaln balhwal kekeralsaln talhun 2017 

merupalkaln genosidal, dengaln mengaltalkaln aldal bukti yalng jelals dalri upalyal untuk 

"menghalncurkaln" Rohingyal. 

b) 22 Juli, ICJ memutuskaln balhwal kalsus yalng dialjukaln oleh Galmbial dalpa lt dilalnjutkaln. 

Paldal bulaln yalng salmal juntal militer di Mya lnmalr mengeksekusi empalt talhalna ln. Inila lh 

eksekusi hukumaln ma lti pertalmal di negalral itu dallalm beberalpal dekalde teralkhir. 

c) Paldal 10 ALgustus, dual pemimpin komunitals Rohingyal ditembalk malti di sallalh saltu 

kalmp pengungsi Balnglaldesh, alksi pembunuhaln terbalru dallalm seralngka lialn pembunuhaln di 

pemukimaln tersebut. 

 

c. Palscal Kejaldialn 

- Sejalk kudetal militer 1 Februalri 2021, palsukaln kealmalnaln Myalnmalr telalh menalngka lp 

ribualn oralng Rohingya l kalrena l "melalkukaln perjallalnaln talnpa l izin" daln memberlalkuka ln 

pembaltalsaln pergeralkaln balru sertal pemblokiraln balntualn di kalmp-kalmp daln desal-desal yalng dihuni 

oralng-oralng etnis Rohingya l. Pelalnggalraln sistemaltis yalng juntal lalkukaln terhaldalp oralng Rohingya l 

merupalkaln keja lhaltaln terhaldalp kema lnusialaln berupal alpalrtheid, pengalnialya laln, daln peralmpalsa ln 

kebebalsaln. Lebih dalri tigal bulaln seja lk Topaln Mochal menghalntalm Negalral Balgia ln Ralkhine, junta l 

terus memblokir balntualn kemalnusialaln untuk etnis Rohingyal, termalsuk peralwaltaln medis yalng 

salngalt dibutuhkaln balgi malsya lralkalt yalng terkenal walba lh demalm berdalralh daln mallalrial. 

 

Berdalsalrkaln uralialn kronologis kejaldia ln di altals, malkal konflik etnis Rohingyal di Myalnma lr ditinjalu dalri 

alspek Hukum Humalniter daln Halk ALsalsi Ma lnusial dalpalt dijelalskaln sebalga li berikut: 

a. Tinja lualn dalri alspek Hukum Humalniter. 

Peristiwal kejalhaltaln kemalnusia laln terhaldalp etnis Rohingyal di Mya lnmalr yalng dilalkukaln oleh 

militer bersalmal penduduk sipil merupalka ln tindalkaln yalng kejalm ya lng dilalkukaln oleh alpalralt Negalral, daln 

oleh kalrenalnyal perlu ditinjalu berdalsalrkaln hukum humalniter. Dilihalt dalri kondisi ya lng terjaldi di 

Myalnmalr balhwal kalrenal alngkaltaln bersenjaltal ikut berperaln sertal dallalm melalkukaln tindalkaln keja lhaltaln 

terhaldalp penduduk sipil, malkal konflik yalng terjaldi aldallalh konflik bersenjaltal non internalsionall. Konflik 

tersebut terjaldi di dallalm internall Negalral Myalnmalr alntalral penduduk, etnis daln alntalr rals.  

Menurut hukum humalniter, tindalkaln kekeralsaln di Myalnmalr terhaldalp permalsallalhaln etnis 

Rohingya l, dengaln konflik berperalng ya lng dialtur dallalm Konvensi tentalng Huma lniter mengenali konflik 

bersenja ltal dengaln calral daln allalt yalng boleh dipergunalka ln sertal perlindungaln terhaldalp penduduk sipil. 

Pengalturaln perlindunga ln paldal penduduk sipil terdalpalt paldal Konvensi Jenewal 1949 dalla lm Protokol 

Talmbalhaln I 1977 paldal Palsall 51 mengenali perlindungaln penduduk sipil daln Palsall 57 mengena li 

pencegalhaln terjaldinyal seralngaln Militer, Protokol Talmbalhaln II 1977 Palsall 13 mengenali perlindunga ln 
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penduduk sipil, Palsall 17 mengenali Lalralngaln pemindalhaln palksal penduduk sipil, sertal Konvensi Den 

Halalg IV (mengenali Hukum daln Kebialsalaln Peralng di Dalralt) 1907 paldal Palsall 46 mengenali halk milik. 

Konvensi Den Halalg 1907, Palsall 46 daln Palsall 47 mengena li Kehormaltaln daln halk-halk kelualrgal da ln 

halk hidup malnusia l sertal halk milik pribaldi daln jugal pralktik kealgalmalaln sertal kebebalsaln beribaldalh halrus 

dihormalti, Halk milik pribaldi tidalk boleh diralmpals, Penjalralhaln dengaln tegals dilalralng. Berdalsalrkaln 

Konvensi tentalg Humalniter dallalm palsall-palsall dia ltals yalng memberikaln perlindungaln balgi penduduk sipil 

menjelalskaln balhwal ketikal sualtu negalral dallalm kondisi peralng altalu konflik menuntut untuk mentalalti 

hukum ketikal berperalng menghaldalpi musuh altalu lalwalnnyal. 

Peperalngaln pun dibaltalsi denga ln aldalnyal calral altalu allalt berperalng yalng digunalkaln, daln balgalimalna l 

proses peralng itu terjaldi. Konflik berperalng alntalral negalral saltu dengaln negalral lalin, menyalngkut 

perebutaln wilalya lh daln halrusterselesalikaln dengaln calral berperalng. Berbedal hallnya l dengaln konflik 

berperalng, jikal sualtu negalral yalng konfliknyal terjaldi bukaln negalral dengaln negalral melalinkaln konflik 

alntalr malsyalralkalt altalu alntalr Etnis mengenali permalsallalhaln dallalm negalralnyal. 

Berdalsalrkaln hukum humalniter, bilal telalh aldal pelalnggalraln beralt balik menyalngkut HALM malupun 

genocide membualt penegalkaln hukum balgi pelalku untuk dalpalt dialdili di Malhkalmalh Pidalnal Internalsionall. 

Negalral jugal berkewa ljiba ln mencalri pelalku yalng didugal mela lkukaln altalu telalh mela lkukaln pelalnggalra ln 

beralt sertal mengaldili pelalku tersebut di pengaldila ln Malhka lmalh Pidalnal Internalsionall. 

 

b. Tinja lualn dalri alspek Halk ALsalsi Malnusial 

Konflik etnis alntalral malyoritals Ralkhine daln minoritals Rohingyal telalh berlalnsung lalmal ya lng 

menyeba lbkaln terjaldinyal pelalnggalraln seperti pembunuhaln, pembalkalraln rumalh, daln tidalk dialkuinyal etnis 

Rohingya l sebalgali sallalh saltu balgialn dalri Negalral Myalnmalr. HALM merupalka ln halk yalng melekalt kualt daln 

tidalk bisal dipisalhkaln dalri kehidupaln malnusial. HALM mengallalmi perkembalngaln paldal tigal generalsi. 

Generalsi pertalmal berkalitaln dengaln halk sipil daln politik yalng berdalsalrkaln paldal prinsip kebebalsaln 

individu. Generalsi kedual berkalitaln dengaln halk ekonomi, sosiall daln kebudalyalaln yalng lebih ditujukaln 

kepaldal malnusial dallalm hubungalnnyal dengaln kelompok ma lsyalralkalt lalin. 

Generalsi ketigal aldallalh halk-halk alsalsi malnusial, yalng menja ldi halk balngsal-balngsal daln memperoleh 

dalsalrnyal dallalm solida lritals balngsal-ba lngsal, seperti halk balngsal-balngsal untuk menentukaln nalsib sendiri, 

halk untuk perdalmalialn, untuk kemaljualn, untuk lingkungaln yalng lalyalk untuk hidup, daln la lin-lalin 

(Nalsution, 2006). Nalmun, dallalm kenyaltalalnya l di Myalnmalr halk-halk dialtals tidalk didalpaltkaln oleh etnis 

Rohingya l. Justru merekal mendalpaltkaln perlalkualn tidalk aldil dalri pemerintalh Myalnmalr yalng membaltalsi 

halk-halk merekal termalsuk halk untuk hidup. Pelalnggalraln HALM yalng dila lkukaln oleh pemerintalh 

Myalnmalr aldallalh aldalnyal tindalkaln pemerkosalaln, pembunuhaln sertal pembalkalraln ruma lh-rumalh etnis 

Rohingya l. ALdalpun tindalkaln diksriminalsi yalng dilalkukaln terhaldalp etnis Rohingyal hinggal pencalbutaln 

kewalrgalnegalralaln mereka l. ALkhirnyal, etnis Rohingyal menjaldi walrgal stalteless kalrenal aldalnyal diskriminalsi 

sertal pencalbutaln terhaldalp staltus kewalrgalnegalralaln. Pemerintalh Myalnma lr menghalpus Rohingya l dalri 

delalpaln etnis utalmal yalitu Burmalns, Kalchin, Kalren, Kalrenni, Chin, Mon, ALralkaln, Shaln, daln dalri 135 

kelompok etnis la linnya l. 

Pemerintalh Myalna lmalr membualt kebijalka ln Burmalnisalsi terhaldalp walrgal nega lral Myalnmalr yalng 

dengaln jelals membuktikaln balhwal aldalnyal tindalkaln diskrimina lsi. Kebijalkaln Burmalnisalsi beralrti halnya l 

mengalkui aldalnya l algalmal Budhal di Mya lnmalr. Tetalpi dallalm kenya ltalalnnyal, aldal algalmal lalin ya lng menetalp 

di Mya lnmalr termalsuk Islalm (etnis Rohingyal). Etnis Rohingya l yalng terliba lt dallalm politik pemerintalha ln 

Myalnmalr seperti menteri, sekretalris palrlemen, daln sebalgialn di posisi pemerintalhaln lalinnyal, dicalbut 

hinggal pemberlalkualn hukum balhwa l etnis Rohingyal malksimall halnyal mempunyali dual alna lk. Tindalkaln 

lalin yalng dilalkukaln aldallalh menghalpus semual sekolalh-sekolalh Islalm yalng selalma l ini sudalh berjallaln. 

Kebijalkaln ini membualt perlalkualn diskriminalsi terhaldalp etnis Rohingya l sertal pencalbutaln staltus 

kewalrgalnegalralaln. ALkibaltnya l, etnis Rohingya l mencalri kenyalmalnaln dengaln mengungsi ke beberalpal 

wilalyalh seperti Malla lysial, Indonesial daln Balnglaldesh. 

 

Berdalsalrkaln ha lsil alnallisis di altals, beberalpal hall positif daln negaltif terkalit konflik etnis Rohingyal di 

Myalnmalr dalpalt diuralikaln sebalgali berikut: 

a. Hall-hall Positif. 

1) Konflik etnis Rohingyal di Mya lnmalr telalh meningkaltkaln kesalda lraln dunia l tentalng perlunya l 

tindalkaln perlindungaln halk alsalsi malnusial, terutalmal terkalit dengaln perlalkualn terhaldalp minorita ls 

etnis.  
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2) Konflik etnis Rohingya l di Myalnmalr telalh memba lngkitkaln solidalritals internalsionall, dengaln 

balnya lk negalral daln orgalnisalsi non-pemerintalh yalng menyualralkaln keprihaltinaln merekal da ln 

memberikaln balntualn kepaldal pengungsi Rohingyal.  

3) Konflik ini jugal telalh mendorong alktivisme daln aldvokalsi untuk memperjualngkaln halk-ha lk 

etnis Rohingyal di Myalnmalr. Balnyalk orgalnisalsi non-pemerintalh daln individu telalh bekerjal kera ls 

untuk menyualralkaln halk-halk merekal daln menyedialkaln balntualn kemalnusialaln balgi merekal yalng 

terkenal dalmpalk. 

b. Hall-hall Negaltif. 

1) Konflik ini telalh menyebalbka ln penderitalaln malnusial yalng talk terbalyalngkaln balgi 

malsyalralkalt Rohingyal. Ribualn oralng kehilalngaln nyalwal merekal, sementalral balnyalk lalinnya l 

mengalla lmi kekeralsaln fisik, pelecehaln seksuall, daln kehilalngaln rumalh sertal kehilalngaln halk a lsa lsi 

malnusial lalinnya l. 

2) Konflik Rohingya l telalh menyebalbka ln krisis pengungsi terbesalr di dunial, denga ln jutala ln 

oralng melalrikaln diri dalri kekeralsa ln alpalralt kealmalnaln di Myalnmalr daln mencalri perlindungaln di 

negalral-nega lral lalin, seperti Balngla ldesh, Mallalysial daln Indonesial. Malsya lralkalt Rohingyal halrus 

tinggall di kalmp pengungsialn dengaln kondisi yalng memprihaltinkaln kalrealn keterbaltalsaln sumber 

dalya l, kekuralngaln malkalnaln daln kondisi salnitalsi yalng tida lk lalyalk. 

3) Konflik etnis Rohingyal di Myalnmalr merupalka ln sallalh saltu contoh kegalgallaln perlindunga ln 

halk alsalsi malnusia l oleh pemerintalh Myalnmalr daln malsyalralkalt internalsionall. Meskipun telalh alda l 

palnggilaln untuk tindalkaln daln intervensi, respon terhaldalp kekeralsaln daln pelalnggalraln halk alsa lsi 

malnusial terhaldalp Rohingya l sering kalli terhalmbalt oleh kepentingaln politik, diplomalsi yalng rumit 

daln ketidalkmalmpualn untuk mencalpali konsensus internalsionall. 

 

Balgi TNI ALngkaltaln Lalut, studi kalsus konflik etnis Rohingyal dalpalt memberikaln beberalpa l malnfalalt, yalitu: 

a. ALspek Edukaltif 

1) Dalla lm studi kalsus konflik etnis Rohingyal di Myalnmalr dalpalt diketalhui berbalgali bentuk 

pelalnggalraln HALM yalng dilalkukaln oleh alpalralt kealmalnaln terhaldalp penduduk sipil. Hall ini dalpalt 

menjaldi alspek edukaltif balgi TNI ALL untuk lebih meneka lnkaln tentalng alspek-alspek perlindunga ln 

HALM kepaldal praljurit yalng sedalng melalksa lnalkaln operalsi. 

2) Konflik etnis Rohingyal jugal memberikaln alspek edukaltif balgi TNI ALL untuk lebih 

menghalrgali keberalgalmaln etnis, suku daln golongaln di daleralh operalsi. 

b. ALspek Inspiraltif 

1) Hukum Humalniter daln HALM merupalkaln ralmbu-ralmbu yalng telalh disepalkalti secalra l 

internalsiona ll daln halrus dipaltuhi oleh pihalk-piha lk yalng terlibalt dallalm konflik. Tidalk kekeralsa ln 

daln bentuk pelalnggalraln HALM lalinnyal yalng dila lkukaln oleh militer Myalnma lr tehaldalp penduduk 

Rohingya l, menjaldi alspek inspiraltif balgi TNI ALL untuk memperkualt komitmen terhaldalp 

perlindungaln halk alsali malnusial, khususnya l di daleralh konflik. 

2) Palsall-palsall ya lng tertualng dallalm HALM daln Hukum Humalniter, mengispira lsi ralnalh pralktisi 

hukum TNI ALL dallalm hall ini Diskumall untuk mengemals secalral lebih komphrehensif dalla lm 

upalya l tralnsfer ilmu hukum kepaldal praljurit TNI ALL. Hall ini penting sebalgali kegialtaln pencegalha ln 

pelalnggalraln HALM sertal meningkaltkaln walwalsaln praljurit alkaln Hukum Huma lniter. 

c. ALspek Instruktif 

1) Denga ln pemalhalmaln terhaldalp halk alsalsi malnusial daln hukum humalniter, malkal praljurit TNI 

ALL halrus malmpu mencegalh daln menghindalri terjaldinyal pelalnggalraln HALM selalmal pelalksalnala ln 

operalsi militer. 

2) Setialp Komalnda ln Saltualn halrus selallu menekalnkaln pentingnyal perlindungaln HALM da ln 

peneralpaln Hukum Humalniter kepaldal praljuritnyal, terutalmal ketikal mela lksalnalkaln operalsi militer 

altalu paldal salalt penalngalnaln konflik. 

 

IV. KESIMPULALN 

Berdalsalrkaln halsil pembalhalsaln di altals, dalpalt disimpulkaln beberalpal hall sebalgali berikut: 

a. Kejalhaltaln kemalnusialaln terhaldalp etnis Rohingyal di Myalnmalr yalng dilalkukaln oleh militer 

melalngga lr Hukum Humalniter, sebalgalima lnal tertualng dalla lm Konvensi Jenewal 1949 dallalm Protokol 

Talmbalhaln I 1977 paldal Palsall 51 mengenali perlindungaln penduduk sipil daln Palsall 57 mengena li 

pencegalhaln terjaldinyal seralngaln Militer, Protokol Talmbalhaln II 1977 Palsall 13 mengenali perlindunga ln 
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penduduk sipil, Palsall 17 mengenali Lalralngaln pemindalhaln palksal penduduk sipil, sertal Konvensi Den 

Halalg IV (mengenali Hukum daln Kebialsalaln Peralng di Dalralt) 1907 paldal Palsall 46 mengenali halk milik. 

b. Dalla lm studi ka lsus konflik etnis Rohingyal, pemerintalh Mya lnmalr terbukti telalh terja ldi pela lnggalra ln 

halk alsali malnusial, seperti tindalkaln pemerkosalaln, pembunuhaln sertal pembalkalraln rumalh-rumalh etnis 

Rohingya l. Pemerintalh Myalnmalr jugal telalh melalkukaln diksriminalsi terhaldalp etnis Rohingyal, melallui 

pencalbutaln staltus kewalrgalnegalralaln merekal. Pemerintalh Myalnmalr menghalpus Rohingyal dalri delalpaln 

etnis utalmal yalitu Burmalns, Kalchin, Kalren, Kalrenni, Chin, Mon, ALralkaln, Shaln, daln dalri 135 kelompok 

etnis lalinnyal. 
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